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TEMYANG

PENGELOLAAN CAN PEMANFAATAN DANA NON KAFITASI

JAMIMAN KESEHATAN NASICNAL
PADA PUSKESMAS

BURATI TAKALAR,

bashwa dalam rangka pelaksanaan progrem Jaminan Kesehatan Nasional, perlu
adanya pengelciaan dan pemanfaatan alokssi dana non kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasicnal pada Puskesmas;

bahwa berdasar<an perfimbangan sebagalmana dimaksud pada huruf a perlu

menetapkan Perauray Bupati tentang Pengelolaan den Pemanfaatan Dana Non
itasi Jaminan Kesehatan Wasionai pad:: Puskesmas Tahun 2018;

ang-Undang Nemor 22 Tahun 1959 ten:ang Pembentukan Daerah Tingkat Il di

wesi (Lambaran Megar: Repubik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara “lomor 1822)

ang-Undang Momar 28 Tahun 2004 tentang ®rakiek Kedokteran (Lembaran

ara Repubik Indonesia Teun 2004 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara

cr 4431); !

ang-Undang Momor 40 Tahun 2004 € 1itang Sistem Jaminan Sosial Nasional

baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan

baran Nexgara Republik incoriesia Mom x 44E6);

ang-Undang Momor & Tahun 2009 entang Pelayanan Publik (Lembaran

aa Republik [ndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomcr 5033)

Undang-Undang Nomor 36 Tehun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara

Reiublik Indonesia Tahun 2J09 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indcnesia Nomor 5€3);

Undang-Undang Nemor 24 Tahun 2011 tintang Baden Penyelengga Jaminan
il {Lembaran Megara Rep.bik Indcnes a Takun 2011 Nomor 116, Tambahan

Lembaran Negara Republik Inclonesia Nemer5256);

Undang-Undang Nomo- 23 Tahun 2014 ten ang Femerintahan Daerah (Lembaran

Negara Repubik: Indcnisia Yahun 2014 Not vor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Irdonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapz kali, tevachic dengan Jndang-Uncang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Rspublk Indonesia “ghun 201 Nomor 58 Tambahan

Lembaran Negara Momor 5678
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Leraturan Presiden Moo 12 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan
kLembal an Negara 3epubik ndonesia Te hun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah
Eubah dengan Peraluran Presiden Nomar 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara
epublik Indonesia Tanun 20113 Nomor 2¢5);

g, Eeraturan Presider MNomor 32 Tahun 2014 tsntang Pengelolaan Dana dan
Pernanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehalan Nasional pada Fasiitas
Kesehatan Ting'<at Pertama Miik Pemerin:ah Daefah (Lembaran Negara Repubiik

donesia Tahun 2014 kiomor 81);

10. Peraturan Menteri Kesehatin Nomor 63 Tahun 2013 tentang Standar Tarif

elayasan Kesehata) Pade Fasiitas Kesehatar Tingkat Portama dan Fasilitas

P!:esehatan Tingkal Lanjstan Dalarn  Penyelsnggaraan Program  Jaminan

Eesehatan {Berita Najara Republik Indone sia Tatwn 2013 Nomor 1332);

eraturan  Mener [Kesehalan Nomor 71 Tawn 2013 tentang Pelayanan

jesehatan Pada Jary nan Kesehatan Nasional (33fita Negaa Republik indonesia

ahun 2013 Nornor - 200);

12. ﬁeraturan Mederi Kesehalan Nomor 28 Tzhun 2014 tentang Pedoman

laksanaan Progrery Jariran Kesehat an Nasional (Berita Negara Ropublik
indonesia Tahun 2014 Nomér B74);

13. PF:ratur.an Menteri Keszhaten Noror 5¢ Tahun 2014 tentang Standar Tarif
Pelayaran Keserat-wi Daldr Penyeleng jaraan Progran Jaminan Kesehatan
(Berita NegaraRapublik darasia Tahun 2314 Nemor 1287),

4. Peratu-an Daerah Kebupaten Takalar Nemof 01 Tabun 2008 tentang Urusan
Pemerirtahan Daerah yaig Menjadi Kewetangan Permerintah Kabupaten Takalar
(Lembaran Daerah kabupaten Takalal Tahwn 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Daerah Mcraor 49);

15. Peraturen Daerah Kabupaten Takalal Nom x 1 Tawn €009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Caerah (Lembaran Daerar Kabupaten Takalar Nomor 98,
Tambahan LeMbaran Dasrai MNornor 57);

16. Peratura) Daerah <abupaten Tekalar Nomor 4 Tahin 2012 tentang Retribusi Jasa
murn (Lembarar: Dasrah Kubupatzn Ta alal Nomor 4, Tambahan Lembaran

erah Nomer 12 swebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ceerah
bupatpn Takalar hemor 12 Tahun 201° tenfang Parubahan Atas Peraturan
rah Kabupalen Takalar Nomor 4 Tahun 2012 tenteng Retribusl Jasa Umum
mbardn Daerah [(abupaten Takalar 1ahun 2017 Nomor 13, Perubahan
Le baran Daerah Kampaterr‘l akalar Nome- 111) .

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATUR,LN BUPATI TENTANG FENGELOLAAN DAN EMANFAATAN DANA NON
KAPITAS! .lAMINAN KESEAA™AN NASIONAL PAD/ PUSKEEMAE.

1.

BAI3
HiZTIENTUAN UMUM

| Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini ,t ng d'maksud cengan |
1. Daerah adalah Kabupalen Takalal.
2. Pemerintah Daerah ad |ah Bupati dan pera 1gkat daerah sebage i unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

3. Bupati adalah Bupati T4kalal
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kasehetan Kabup. atz :n Takalar.
5 Kepala Dinas adalah Kgpala Dinas Kesenatan Kaoupaten Takata:
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Kepala Puskesmas adalah Pimainan UPTD Puskesmas d Kasupaten Takalar.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perfindungan kesehatan agar peserta memperoleh
manfaat pemelharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhl kebutuhan dasar kesehatan
yang diberkan kepada setiap orang yang telsh membayar iuran atau furannya dbayar oleh
pemerintah.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang sefanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah
badan hukum vang dibentuk untuk menyelenggarakan prograin jaminan sosial bidang kesehatan.
Pelayanan Kesshatan adalah segaia bentuk kegiatan yang dit:erikan kepada seseorang dalam rangka
observasi, diagnosis| pengobatan atau peiayanan kesehatan lainnya yang diakukan di Puskesmas,
Puskesmas Pembanty, Puskesmas Keiiling, Poskesdes dan Foskeskai,

Fasilitas Kesehatan yang selanjuthya disingkat Faskes adalah fasiitas kesehatan yang digunakan
untuk menyelenggarakan upaya oeiayanan kesehatan perorangan, bak promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitative yang diiakukan oleh Pemerintah, Pemerntah Daerah, dan/atau Masyarakat.
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjuinva disebut Fuskesrnas adslah fasilitas pelayanan
kesehatan yang menyelenggarekan upzya kesehatan masyerakat dan upaya kesehatan
perseorangan tingkal pertama, dengan iebih mengutamakan upaya promofif dan preventif, untuk
mencapai derajat kesghatan masyarakat yang setinggi-tingginva di wiayah kerjanya.

Pelayanan Kesehat 1 Tingkat Pertama adalaly Pelayanan Kesenatan Perorangan yang bersifat non
spesialistik (primer) qleliputi pelayanan rawat jalan dan rawat i ap.

Rawat Jalen Tingkat| Pertama (RUTP) adalah ‘pelayanan kesehatar perorangan yang bersifat non
spesiaiistik yang dilaksanakan pada Faskes Tingkat Pertame untuk keperiuan observasl, diagnosis,
pengobatan, dan/atay pelayanan kesehatan iainnya.

Rawat Inap Tingkat Pertzma (RITP) acalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non
spesiaiistik yang dilaksanakan pada Puskesmas Perawatan intuk keperluan observasi, perawatan,
diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya.

Jasa Pelayanan Kesghatan adelah imbalar vang diterima oieh pelaksana pelayanan atas jasa yeng
diberikan kepada pasien dalam rancka observasi, diagnosis, p:ngobaian, kansultasi visite, rehabilitasi
medk dan atau pelayanan iainnya:

Jasa Sarana adalzh imbalan yang diterimz oleh sarana kest hatan atas pemakaian sarana fasfitas
puskesmas dan jeringannya termasuk pemakaian bahan da1 alat habis pakai, akomodasi oasien
rawat inap, kegiatan promoiif dan prevertif yang disetor ke Kas Daeran.

Tarif Non Kapitasi adalah beszran pumbavaran kiaim oler BPJ3 Kesehatan kepada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Peftama berdasarkan jenis dan jumlah peleyanan kesehatan yang diberikan.
Klaim adalah besaran tagihan atas pelayananirawat jalen maupur rawat inap yang dibayarkan ke
Fasilitas Kesehatan.

. PelayananNon Kapitai adaiah peiayanan yang diberikan kepaja pesirta dan tercakup dalam benefit

yang berhak diterima pleh pesertaBFJS Keriehatan dan dibay arkan sesuai dengan jenis dan jumiah
pelayanan. :
LB i
MAKSUL DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Supati ni untuk membeiken arah dan acuan teknis dalam
pengelofaan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
Tujuan ditetapkannya Teraturan Bugali ini adaish memberikar kepastian hukum dalam pengelolaan
dana non Kapitasi Jaminan Kesehaten Nasioral.




| BARB [l
L‘-'ELAYA!\IAN KESEHATAN JAMINAN <ESEHATAN
‘ HASIONAL
Pasal3
Jenis Pelayanan Kesehatal'l dengan Jaminan Kesehatan Nasional 'JKN) zdala memberikan jaminan agar
peserta memperolgh manfaat pemefheraan kesehatan dan perdndungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan diberikan kepada Paseria JKN an keluafganya yang beraku secara nasional.

I BABIY
SUMBEI'\‘ DAHA, PENYALURAN DAMA DAN PEMANFAATAN DANA
Pasald

Biaya Jaminan Kesehatan gntuk Pesete VIN Penerira BaMtuan liran (P3l) bersumber dari iuran peserta
yang dibayarkan oleh pemerintah dan biave Jaminen Kesehatan Peserta JKM Non PBI bersumber dari
iuran yahg dibayar oleh pesleﬂa, perr beri Kerja dan ata pemerintat

|
Pasals

(1) Dana Non Kapitasi | Ma JXN disetor cleh BPJS Kesewtah ® Rekening Dinas Kesehatan
Kabupaten Takalar seTa;ebulan sasuai kieim yang diajukan masing-rasing Puskesmas

(2) Dana Non Kapitasi yeng ada di Rakening Dinas Kesehetan Kzbupzien Takalar sebagaimana
dimaksud pada ayat |(1} Menjadi pandapatan deerah dar seluruhnya disetor ke Kas Daerah
Kabupaten Takalar. .

(3) Dana Non Kapitasi yang ada pada kas Daerah Kabupaten Talalar sebagaiMana dimaksud pada ayet
{2} yang teleh terakqmodir pada DPA masing-masing Piskesmas Lingkup Dinas Kesehatan
Kabupaten Takalardicairkan berdaszitan aturan pengelolash :euangan yeag berlaku.

(4) Besargn .dana non Kzpitesi sabagzimana dimaksud pada zvat (3} dibeyarkan ke Puskesmas
berdasarkal Peraturan |Menteri Kesaiaten Nomor 52 Tahun 2016 tentany Standar Tarif Pelayanan
Kesehatah dalar penyeienjgaraan Program JKN.

Pasalb

(1) Dana Non Kapitasi yani; diterira oish Dinzs Kesehatan dari 3adan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan yang selaljuinya diserah-an ke puskesmas dimanfaatkan selunuhnya untuk;
a pembayaren jasa pelpyasan Lesehaten; dan
b. Operasional Puskesmas

(2) Alokasi Dana Non Kapitasi untuk pembayaran jasa pel yenan kesahatan dan Operasional
Puskesmas sebagaimana cimaksud pada ayat {1} untuk tigp Puskesmas ‘ercantum pada Lampiran
yang merupakan satu kqsatJan vang fidak terpisatkan dari Per aturan 3upall ini.

‘ Fasa. 7

Alokasi Dana Non Kapitasi uhtulc pernbeyeren jasa pelayanan kes:hatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2} dimen‘aal<an’ untuk pembararan jasa palayanan kesehatan bagi
tenaga kesehatan dan tenag inon kesehatan yeng terfibat & dalam tegiatan peleanan kesehatan.

: Fasald
Sefiap penerimaan komponelh jgsa palayanan daci seMua jenis pe layanan diatur Poia Pembagianl Jasa
Pelayanannya ‘untuk pemberi pelayaran langsung dan pember pelayanan tidei fangsung sgbagalmana
tercantum pacia Lampiran  Peraiuran Bupall ini yang merupakan sau kesa:uan yang tidak terpisahKan.




BABY
MONITORING DAN EVALUASI
Pasa 9

(1) Kepala Puskesmas secara periodk wajb melakukan  monitoring dan  evaluasi

peleksanaanfimpleme
() Kepala Puskesmas mi

ntasi pembagian Jasa Pelayanan.
elakukan pengukuran Indeks Kepuasan <aryawan (IKK) dan Indeks Kepuasan

Masyarakat (KM} sebagai Indikator kepuasan terhadap peleksanaan Pembagian Jasa Pelayanan

dan Indikator kinerja p

Dengan berlakunya Peratur
Alokasi Daria Non kapitast
berlaku lagt.

elayanan kesehatan yang bermutu,

Pasal 10
an Bupati ini, maka Peraturan Bupati Takalar Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kese'iatan Nasional pada Puskesmzs dicabut dan dinyatakan tidak

BABVYI
KETENTUAN PENUTUP
Pzsal 1

Peraturan Bupati ini mulai bTirIaku pada tanggal diundang<an.
Agar setiep orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya daiam Berit

a Dasrah Kabupaten Takafar.

Ditetapkan ¢ Takalar
pada tanggal
I

TEN TAKALAR 2019 NOMOR




LAMPIRAN PERATURAN BUPAT| TAKALAR

NOMOR - 07 Takhun 2019
TANGGAL . 28 TJanvarl 2019
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON HAPITAS!
JAMINAN KESEHATAN NAS|ONAL
PADA PUSKESMAS

Pelayanan Non Kapitasi terdin| dari
Pelayanan Rawat inap
Pelayanan Persalinan
Pelayanan Ambulans /Rujukan ( sesuai Jerok cari Puskesmas ke Runah Sakt)
Pelayanan Antenatal Care
Pelayanan Perinatal Care
Pelayanan KB
Pelayanan Pemetiksaan Gula Darah Pro anis (Promoiif Preventif)
Pelayanan Protesa Gigi
. Pelayanan VA Test
Pemanfaatan Dana Non Kapitasi di Puskesmas terdiri dani:
1. Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 60% (Enam Pulub Persen) dari total Oana. Adapun Pembagian jasa tiap
Pelayanan akan diatur dalam Surat Keputusan <epala Dinas Kesehatan Kab. Takalar
2 Belanja Operasional Puskesmas sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dari totsl dana. Adapun Pemanfaatannya
dapat digunakan untuk : i
a Belanja Akes »
b. Belanja BMHP {contgh : Pengisian Tasung Oksigzn, Strip Pemariksaar, Kasa, dan Belanja Medls Habis
Pakal Lainnya) :
Pelayanan Kesehatan dalam Gedunj dan Luar Gedung
Operasional dan Pemgliharaan Kendarzan termestk BBM
Belanja ATK
Belanja Cetak
Adminlstrasi Keuangap
Pemeliharaan Sarpra
Belan ja Makan Minum Pasien (Rp. 36.000 / Har / Pasien) sesuai SBlJ Ka). Takalar Tahun 2018
Belanja Makan Minum Petugas Jaga
Belanja Jasa Pihak Katiga '
Untuk pengeloldan Keuangan tetap mengacu pade Aturan Fengelolaan Keuangan Daerzh Kab. Takalar
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